
 

 
 
 
 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA 

NOMOR 23 TAHUN 2007 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
BANGKA NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka perlu 
diadakan perubahan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten 
Bangka nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan; 

b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3984)  ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3387); 

 

PEMERINTAH KABUPATEN 

BANGKA 



5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4033);   

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189) 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang  Tata Cara 
Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang  Tata Cara 
Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang 
dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4050); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang  Tempat 
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4051); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);  

 

 

 

 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

dan 

BUPATI BANGKA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
BANGKA NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN 

 
Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 05 Tahun 1998 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 
Nomor 6 Seri A) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 ada penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehinggan 
keseluruhan Pasal 4 dibaca sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik. 

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi 
pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. 

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak 
Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. 

2.  Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (a) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga 
keseluruhan Pasal 5 dibaca sebagai berikut : 

 
Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan : 

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual 
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya 
pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik; 

b. dalam hal tenaga listrik bukan berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut 
bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,  
penggunaan listrik, atau taksiran penggunaan listrik, harga satuan listrik yang 
berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. 



(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan 
oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku 
di wilayah daerah. 

(4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai 
jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 
% (tiga puluh persen). 

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) 
sehingga keseluruhan Pasal 7 dibaca sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga 
listrik. 

(2) Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. 

(3) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok 
pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dihitung berdasarkan 
jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh PLN. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.  
 
 
 

  Ditetapkan di Sungailiat 
      pada tanggal 30 Juli 2007 
 
      BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 

 
      YUSRONI YAZID 
 

 
 
 
Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 20 Agustus 2007 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN BANGKA, 
 
         Cap/dto 
 
 TARMIZI H. SAAT 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007  NOMOR 23 SERI A 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kabag. Hukum dan Organisasi, 
 
 
 
 

        MOHAMAD ASKARI 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


